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Tulisan ini menygjikan penelitian secara doktrinal terhadap pengel olaan dana desa yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah sebagaimana dana Desa Adat Baduy Kanekes. Persoalan yang muncul berupa ketika
Desa Adat Baduy Kanekes menolak pemberian dana desa oleh pemerintah pusat, sehingga dana yang sudah
diberikan mengendap dalam Rekening Kas Daerah Kabupaten Lebak yang kemudian dimanfaatkan untuk
dikelola. Pengel olaan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah,
dimana desa merupakan satuan pemerintahan di bawah daerah. Namun sejatinya desa pun memiliki
otonominya sendiri yang berdasarkan hak asal usul dan istiadatnyaterlebih lagi desa adat. Oleh karenanya,
desa mempunyai kewenangan atas pengelolaan keuangannya termasuk dana desa, sehingga pola
pertanggungjawaban atas keuangan desa berbeda dengan keuangan daerah secara yuridis maupun
administratif. Kendati pun belum ada aspek yuridis untuk memayungi pengelolaan dana desa yang
dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, aspek pengel olaan dana desa harus
dipertanggungjawabkan berdasarkan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi
penyimpangan terhadap keuangan negara dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah itu sendiri.
Langkah yang ditempuh dalam pengelolaan tersebut dapat diwadahi diskresi dalam administras
pemerintahan ataupun beranggapan bahwa pemerintahan desa masih sebagal sub pemerintahan daerah
selama belum ada pengakuan secara administratif dari pemerintah pusat.

...... This paper presents doctrinal research on the management of village funds carried out by regiona
governments such as the Baduy Kanekes Traditional Village funds. The problem that arose was when the
Baduy Kanekes Traditional Village refused to provide village funds from the central government, so that the
funds that have been given are deposited in the L ebak Regency Regional Cash Account which isthen used
to be managed. This management is the authority of the regional government based on regional autonomy,
where the village is a government unit under the region. However, in reality villages also have their own
autonomy based on their rights of origin and tribes, especialy traditional villages. Therefore, villages have
authority over the management of their finances, including village funds, so that the pattern of accountability
for village finances is different from regional finances, both juridically and administratively. Although there
isno juridical aspect to cover the management of village funds carried out by the regional government.
However, aspects of village fund management must be accounted for based on actions taken by the regional
government so that there are no irregularities in state finances by considering the authority of the
government itself. The steps taken in management can be accommodated by discretion in government
administration or assume that the village government is still aregional sub-government as long as thereis no
administrative recognition from the central government.
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